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STRATEGI PEMERINTAH DALAM PROGRAM PENANGANAN 

KORBAN KEKERASAN PADA ANAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 

2022 

(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 

Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung) 

 

Oleh  

 

JESSICA SYAHANI 

 

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) 

mencatat Provinsi Lampung menduduki peirngkat ke-14 sebagai Provinsi yang 

memiliki kasus kekerasan tinggi di Indonesia sebanyak 645 kasus. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi 

Lampung selaku Pemerintah dalam melakukan penanganan kasus kekerasan pada 

anak di Provinsi Lampung.  

Penelitian ini menggunakan teori tipe strategi program oleh Koteen sebagai acuan 

dalam analisis permasalahan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dengan 

7 (tujuh) informan dari 3 (tiga) sumber yang berbeda dan studi dokumentasi 

meliputi data-data UPTD PPA Provinsi Lampung tentang kasus kekerasan pada 

anak tahun 2020-2022, PermenPPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pembentukan UPTD PPA, PermenPPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar 

Layanan UPTD PPA, Rencana Strategis Dinas PPPA Provinsi Lampung, MoU 

RSUD Abdul Moeloek dan MoU Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung. 

Hasil penelitian yang ditemukan adalah UPTD PPA Provinsi Lampung 

menjalankan strategi program dengan indikator perencanaan, pelaksanaan dan 

dampak, tetapi yang paling menonjol dari tiga indikator strategi program adalah 

pelaksanaan program karena terdapat inovasi untuk mendukung keberhasilan dari 

program penanganan korban kekerasan pada anak dengan membentuk tim profesi 

yang terdiri dari pendamping hukum, pendamping korban dan psikolog klinis. 

Kata Kunci: Program, Penanganan, Kekerasan Anak 



 

 

ABSTRACT 

 

 

GOVERNMENT STRATEGY IN THE PROGRAM FOR HANDLING 

VICTIMS OF CHILD VIOLENCE IN LAMPUNG PROVINCE IN 2022 

(Study at the Technical Implementation Unit for the Protection of Women 

and Children (UPTD PPA) in Lampung Province) 

 

 

By 

 

JESSICA SYAHANI 

 

The Online Information System for the Protection of Women and Children (PPA 

Symphony) noted that Lampung Province is ranked 14th as a province that has 

high cases of violence in Indonesia with 645 cases. This study aims to describe 

the strategy carried out by the Regional Technical Implementation Unit for the 

Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Lampung Province as the 

Government in handling cases of violence against children in Lampung Province. 

This study uses the theory of program strategy types by Koteen as a reference in 

problem analysis using a qualitative descriptive method. The data collection 

techniques used in this study were interviews with 7 (seven) informants from 3 

(three) different sources and documentation studies included UPTD PPA 

Lampung Province data regarding cases of violence against children in 2020-

2022, PermenPPPA Number 4 Year 2018 concerning Guidelines for the 

Establishment of UPTD PPA, PermenPPPA Number 2 of 2022 concerning UPTD 

PPA Service Standards, Strategic Plan for PPPA Lampung Province Office, MoU 

on Abdul Moeloek Hospital and MoU on Lampung Regional Mental Hospital. 

The results of the study found that UPTD PPA Lampung Province carried out a 

program strategy with planning, implementation and impact indicators, but the 

most prominent of the three program strategy indicators was program 

implementation because there were innovations to support the success of the 

program for handling victims of violence in children by forming a professional 

team that consisting of legal assistants, victim assistants and clinical 

psychologists. 

Keywords: Program, Handling, Child Violence 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia membutuhkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-

2 yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 yang 

berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” membuktikan bahwa 

negara sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator 

dalam kesejahteraan adalah apabila rakyat dapat hidup tanpa mengalami 

kekerasan. Barker (dalam Huraerah, 2018:46) mendefinisikan kekerasan atau 

abuse sebagai perilaku yang tidak layak karena menyebabkan kerugian bahkan 

bahaya secara psikologis, fisik atau finansial, baik yang dialami oleh individu 

maupun kelompok. 

Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun 

tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai 

atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun 

ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai 

dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi 

korban. 

Secara bahasa kekerasan dimaknai sebagai serangan atau invasi terhadap fisik 

maupun integritas mental psikologis seseorang. Istilah kekerasan digunakan 

dalam menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup 

(covert), baik yang bersifat menyerang (offensive) atau yang bersifat bertahan 

(deffense) yang disertai dengan kekuatan kepada orang lain. Menurut Sebagian 

ahli hukum, Kekerasan/violence merupakan tindakan yang mengakibatkan 

terjadinya kerusakan fisik ataupun psikis.  
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Kekerasan dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu: 

a. Kekerasan langsung (direct violent), adalah suatu bentuk kekerasan yang 

dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicederai atau 

dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, 

seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, 

menganiaya, dan memperkosa. 

b. Kekerasan tidak langsung (indirect violent), adalah suatu bentuk kekerasan 

yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk 

kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti mengekang, 

meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, 

memfitnah, dan perbuatan-perbuatan lainnya. 

Di Indonesia, kekerasan menjadi permasalahan genting yang harus menjadi 

fokus perhatian oleh berbagai pihak, terutama Pemerintah. Hal ini dibuktikan 

dengan data dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan 

Anak (Simfoni PPA) yang terinput dari 2019-2021 dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan di Indonesia Tahun 2020-

2022 

 Jumlah Kasus Jumlah Korban Berdasarkan 

Kelompok Umur 

Dewasa  Anak 

2020 20.501 9560 12412 

2021 25.210 11215 15914 

2022 27.593 11865 15728 

Sumber: Simfoni PPA 2020-2022 

Berdasarkan pada Tabel.1, maka dapat dijelaskan bahwa dalam 3 (tiga) tahun 

terakhir, kasus kekerasan di Indonesia mengalami peningkatan kasus yang 

tinggi, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Hal tersebut membuktikan 

bahwa kekerasan pada anak merupakan permasalahan yang urgent dan harus 

segera ditangani. Mengingat bahwa anak masih belum memiliki pengetahuan 

mengenai kekerasan dan belum memiliki keberanian untuk melawan pelaku 

kekerasan sehingga rentan menjadi korban. Perbedaan angka jumlah kasus 

kekerasan dan jumlah korban kekerasan dalam Tabel 1 dapat terjadi karena 
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dalam satu kasus memiliki korban yang tidak hanya berjumlah 1 (satu), tetapi 

bisa lebih dari 1 (satu) korban dalam kasus yang sama. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan 

Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. Penerapan dan pelaksanaan undang-

undang tersebut untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negara, termasuk 

perlindungan terhadap hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang. Selain itu, negara memberikan perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak. Adanya 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah 

untuk memperkuat hak-hak seorang anak, perlindungan anak dari segala 

bentuk kekerasan, mempertegas pemberatan sanksi pidana bagi pelaku 

kekerasan untuk memberikan efek jera, serta memberikan gambaran langkah 

secara konkrit untuk pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. 

Kekerasan pada anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak 

atau child abuse. Menurut World Health Organization (WHO) (KemenPPPA, 

2017: 18), kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau 

perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, 

melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang 

secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan 

hidup, martabat, atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari 

orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan 

anak tersebut. 

Terdapat 4 (empat) sifat kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu: 

1. Kekerasan terbuka (overt), yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti 

perkelahian; 

2. Kekerasan tertutup (covert), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak 

dilakukan langsung seperti perilaku mengancam; 

3. Kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan, tetapi 

untuk mendapatkan sesuatu; 
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4. Kekerasan defensive, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan 

perlindungan diri. 

Perkembangan zaman dan kebutuhan atas perlindungan anak yang semakin 

besar mendesak berbagai macam pihak untuk memikirkan secara lebih akan 

hak-hak anak. Anak merupakan bagian penting sebagai generasi penerus dari 

suatu bangsa. Adanya regenerasi membuat diperlukannya pendidikan dan 

pertumbuhan yang baik bagi seorang anak untuk melanjutkan pemerintahan di 

masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan berbagai 

upaya untuk melindungi hak-hak anak dari segenap tindakan-tindakan buruk 

yang dapat merugikan serta menyakiti fisik maupun psikis dari seorang anak 

sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1) yang diperjelas dalam ayat (2) dan (3). 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 21 ayat 

(1) menjelaskan bahwa: 

“Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan 

bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, etnik, budaya 

dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau 

mental”.  

Kewajiban tersebut kemudian diperjelas pada ayat (2) dan ayat (3), yaitu 

negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati 

hak anak dengan merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang 

penyelenggaraan perlindungan anak. Selain daripada itu, pada Pasal 21 ayat (4) 

juga dijelaskan bentuk partisipasi pemerintah daerah yaitu berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional 

dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Tidak hanya menjadi 

kewajiban dari pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewajiban dari 

pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban 

kekerasan seksual dengan menerapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak secara tegas.  
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Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinas PPPA) berkewajiban untuk memberikan 

perlindungan pada anak. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Dinas PPPA Provinsi Lampung, maka Dinas PPPA memiliki 

tanggung jawab atas pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di 

Provinsi Lampung. Tugas dan Fungsi DPPPA menurut Pergub No. 69 Tahun 

2016 dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi,  

“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan 

unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan 

daerah”. 

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPPA tahun 2020-2024, Dinas 

PPPA memiliki tujuan yang berkaitan dengan anak, yaitu: 

1. Meningkatkan pemenuhan hak anak dengan sasaran untuk meningkatkan 

kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak 

anak, serta perlindungan khusus anak. 

2. Meningkatkan perlindungan khusus anak dengan sasaran meningkatkan 

layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan 

khusus. 

Penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Lampung 

dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 

Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung. Pembentukan UPTD PPA didasari oleh 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(PermenPPPA) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak yang diharapkan korban 

mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhi haknya. 

UPTD PPA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

1. UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional 

di Provinsi Lampung dalam memberikan layanan bagi perempuan dan 

anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan 

khusus dan masalah lainnya. 
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2. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, UPTD PPA mempunyai 

fungsi: 

a. Pelayanan pengaduan masyarakat; 

b. Penjangkauan korban; 

c. Pengelolaan kasus; 

d. Penampungan sementara; 

e. Pelaksanaan mediasi; dan 

f. Pelaksanaan pendampingan korban. 

Berkaitan dengan kasus kekerasan pada anak, berikut jumlah kasus yang 

ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dari tahun 2020-2022: 

Tabel 2. Kasus Kekerasan pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022 

No. Jenis Kekerasan 2020 2021 2022 

1 Persetubuhan 65 31 48 

2 Pencurian/ABH 5 3 1 

3 Menghilangkan Nyawa/ABH 0 0 1 

4 Sodomi 6 2 15 

5 Sodomi/ABH 0 1 0 

4 Kekerasan Fisik 7 10 8 

5 Kekerasan Psikis 0 2 3 

6 Pencabulan 1 47 40 

7 Kekerasan Seksual 23 0 0 

8 Pendidikan Anak 1 1 0 

9 TPPO/Trafficking 0 2 1 

10 Pembunuhan 0 1 0 

11 Bullying 0 2 0 

12 Penelantaran Anak 2 0 0 

13 Pelecehan Seksual 5 1 0 

14 Trauma Healing 0 0 0 

15 Incest 0 4 8 

16 Hak Asuh Anak 3 4 0 

17 Saksi Anak 0 0 1 

18 Pencabulan dan UU ITE 1 0 0 

Jumlah 119 111 126 

Sumber: UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2020-2022 

Angka kekerasan pada anak di Provinsi Lampung dalam 3 (tiga) tahun terakhir 

mengalami peningkatan dan terjadi penurunan di tahun 2021. Walaupun kasus 

kekerasan pada anak tidak mengalami peningkatan jumlah yang tinggi, namun 

hal tersebut tetap menjadikan Provinsi Lampung berada di peringkat ke-14 dari 
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34 Provinsi yang memiliki kasus kekerasan paling tinggi di Indonesia pada 

Tahun 2021. 

Peringkat yang diperoleh menjadi pengingat bahwa kasus kekerasan tidak bisa 

dianggap ringan dan perlu penanganan yang serius agar dapat mengendalikan 

kasus kekerasan di Provinsi Lampung. Berkaitan dengan penanganan korban 

kekerasan, maka Pemerintah Provinsi Lampung melalui Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung 

melakukan penanganan korban kekerasan dengan memberikan layanan 

pengaduan hingga pendampingan korban yang bertanggung jawab penuh atas 

kesehatan psikis, fisik, dan pendampingan hukum. Contohnya, UPTD PPA 

akan memberikan fasilitas pengobatan gratis bagi anak korban kekerasan 

melalui kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul 

Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung. Dalam bidang hukum, 

UPTD PPA juga memberikan pendampingan hukum kepada anak korban 

kekerasan, seperti mendampingi korban dalam menempuh jalur hukum hingga 

tahap pengadilan sampai akhir.  

Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD PPA Provinsi Lampung dalam 

memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dengan alur antara lain: 

1. Menerima laporan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung 

2. Mempersiapkan administrasi tindak lanjut proses pengaduan masyarakat 

3. Tim Profesi (pihak ke-3) melakukan pengelolaan kasus korban untuk 

menentukan layanan/penanganan berikutnya yang dibutuhkan korban 

4. Kepala Seksi (Kasi) Tindak Lanjut melakukan penjangkauan terhadap 

korban  

5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menerima hasil laporan 

penjangkauan terhadap korban yang disampaikan oleh Kasi Tindak Lanjut 

6. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DPPPA) menerima hasil laporan penjangkauan terhadap korban yang 

disampaikan oleh Kepala UPTD PPA 
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7. Kepala Dinas PPPA menerima hasil laporan penjangkauan terhadap korban 

yang disampaikan oleh Sekretaris DPPPA 

8. Kepala UPTD PPA melaksanakan perintah Kepala Dinas PPPA agar 

berkoordinasi dengan Kepala Seksi Tindak Lanjut dan Tim Profesi (pihak 

ke-3) untuk melindungi korban di penampungan sementara 

9. Kepala Seksi Tindak Lanjut berkoordinasi dengan Tim Profesi (pihak ke-3) 

melakukan mediasi apabila tidak terjadi tindak pidana 

10. Atas dasar rekomendasi Kepala Seksi Tindak Lanjut, Tim Profesi (pihak ke-

3) melakukan pendampingan hukum dan bantuan hukum lainnya terhadap 

korban dalam upaya pemulihan korban kekerasan 

11. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) berkoordinasi dengan Kasi 

Pengaduan dan Kasi Tindak Lanjut untuk melakukan pencatatan dan 

pelaporan penanganan kasus/arsip. 

Kasus kekerasan anak yang masih banyak terjadi di Provinsi Lampung menjadi 

pekerjaan rumah yang harus segera ditangani oleh Pemerintah. Komitmen 

dalam mengakhiri kekerasan pada anak menjadi prioritas dari pembangunan 

nasional karena anak merupakan salah satu kriteria spesifik untuk mewujudkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing dan menjadi 

modal utama dalam pembangunan nasional, seperti yang tercantum dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-

2024 yang menyebutkan bahwa “Pemenuhan hak dan perlindungan khusus 

anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan 

eksploitasi”. 

Bentuk perlindungan pada anak yang dapat dilakukan pemerintah adalah 

dengan memberikan penanganan yang optimal kepada anak yang menjadi 

korban kekerasan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka UPTD PPA Provinsi 

Lampung memiliki program sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak 

anak, yaitu berupa pelayanan korban kekerasan yang terdiri dari pengaduan, 

penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara di rumah 
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aman, mediasi dan pendampingan korban kekerasan pada perempuan dan 

anak.  

Namun, dalam penelitian ini berfokus pada korban kekerasan pada anak saja 

karena dengan keterbatasan pengetahuan dan rasa keberanian anak 

menyebabkan anak rentan menjadi korban kekerasan. Hal tersebut dibuktikan 

dengan data bahwa anak merupakan korban kekerasan yang paling banyak 

dibandingkan korban dewasa (Tabel 1). 

Penanganan korban kekerasan pada anak oleh pemerintah perlu melakukan 

strategi. Shirley (dalam Salusu, 2015:65), berpendapat bahwa adanya strategi 

akan membantu membuat keputusan-keputusan bertindak yang diarahkan dan 

yang keseluruhannya diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh 

karena itu, penelitian mengenai strategi UPTD PPA dalam program 

penanganan korban kekerasan pada anak di Provinsi Lampung menarik untuk 

diteliti karena membahas tentang strategi yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan pemerintah, yaitu melindungi dan memenuhi hak-hak anak.  

Adapun penelitian terdahulu dengan fokus yang sejenis yaitu membahas 

tentang penanganan kekerasan pada anak. Penelitian pertama, dilakukan oleh 

Dhiyah Amilah Aminova, M. Z. Arifin dan Dini Zulfiani (2019) dengan judul, 

“Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda”. Penelitian 

yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini menemukan hasil bahwa 

perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran, 

penambahan sarana prasarana, serta pemanfaatan sosial media untuk 

meningkatkan penanganan anak korban kekerasan oleh P2TP2A Kota 

Samarinda berdasarkan teori dari Bakke (dalam Kusdi, 2009:5) yang 

menyebutkan bahwa SDM, material, modal, gagasan dan Sumber Daya Alam 

(SDA) merupakan kesatuan pemecahan masalah. 

Penelitian kedua, oleh Pieter Andreas, Ni Made Wiasti dan I Nyoman Suarsana 

(2017) yang berjudul, “Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual 

Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali”. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil yang ditemukan 
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adalah strategi penanganan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan 

oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Bali sudah sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku, yaitu dengan pencegahan, penanganan kasus 

dan pengawasan anak yang berhadapan dengan hukum. 

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Lisdri Sustiwi (2018) berjudul, 

“Perlindungan Anak Korban Kekerasan Oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat 

Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (UPT 

PPTKKPA) Kabupaten Bantul” dengan menggunakan metode deskriptif dan 

pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya dari UPT 

PPTKKPA Kabupaten Bantul dalam memberi perlindungan terhadap anak 

korban kekerasan sudah cukup baik, hanya perlu peningkatan Sumber Daya 

Manusia (SDM) dan koordinasi dalam internal organisasi. 

Penelitian keempat, oleh Muhammad Faris Labib (2018) dengan judul, 

“Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi Pada 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Kabupaten Malang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil 

penelitian ini adalah upaya perlindungan anak korban kekerasan dan pelecehan 

seksual oleh P2TP2A Kabupaten Malang meliputi upaya preventif, upaya 

edukatif, upaya kuratif dan upaya rehabilitatif”. 

Penelitian kelima, oleh Yohanes Kristian Adiyuwana (2016) yang berjudul, 

“Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan di DIY (Studi Pada P2TPA “RDU” DIY)”. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi 

rencana perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di P2TPA 

“RDU" DIY secara umum sudah berjalan baik berdasarkan teori Higgins 

(dalam Salusu, 2003) tentang implementasi. 

Perbedaan penelitian yang diteliti dibandingkan dengan penelitian-penelitian 

terdahulu di atas antara lain, fokus penelitian mencakup perencanaan program, 

pelaksanaan program dan dampak program dari UPTD PPA Provinsi Lampung 

dalam menangani korban kekerasan pada anak; dan lokasi penelitian yang 

berada di Provinsi Lampung dikarenakan belum ada yang meneliti topik terkait 
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di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Strategi 

Pemerintah dalam Program Penanganan Korban Kekerasan pada Anak 

di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi pada Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi 

Lampung)” menarik untuk diteliti. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA) Provinsi Lampung dalam 

penanganan korban kekerasan pada anak di Provinsi Lampung. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan strategi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA) Provinsi Lampung dalam 

melaksanakan penanganan korban kekerasan pada anak di Provinsi Lampung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat lebih 

memperkaya lagi kajian-kajian yang berhubungan dengan ilmu 

pemerintahan, serta dapat memberikan pengetahuan tentang UPTD PPA 

Provinsi Lampung dalam menangani kekerasan pada anak di Provinsi 

Lampung. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-

penelitian yang selanjutnya, serta dapat memberikan masukan, bahan 

masukan dan sumbangan pemikiran dan referensi bagi Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi 

Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Strategi 

Pada hakekatnya, strategi adalah perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) untuk mencapai suatu tujuan. Learned (Salusu, 2015:65) 

mendefinisikan strategi adalah pola, tujuan, maksud, sasaran dan kebijakan 

umum serta rencana-rencana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

Menurut Steiss (Salusu, 2015:65-66), strategi dalam arti umum adalah 

setiap langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran 

utama organisasi.  

 

Strategi dirumuskan secara komprehensif oleh Hax dan Majluf (dalam J. 

Salusu, 2015:71) sebagai berikut: 

a. Strategi adalah suatu pola keputusan yang menyatu, konsisten, dan 

integral; 

b. Menentukan dan manampilkan tujuan suatu organisasi dalam artian 

sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber 

daya;  

c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi;  

d. Mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, 

dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman 

lingkungan eksternal organisasi, kekuatan, serta kelemahannya; 

e. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi. 

 

Strategi dibuat oleh para pengambil keputusan untuk menjadi solusi dari 

masalah yang sedang dihadapi. Strategi yang dibuat harus 

diimplementasikan dalam resolusi masalah, sehingga tolak ukur strategi 

akan dapat diukur dari implementasinya. Strategi merupakan salah satu 

yang dibutuhkan oleh setiap manusia, organisasi, perusahaan dan 
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pemerintah untuk melakukan tindakan secara terencana dan terarah dalam 

mencapai tujuannya. 
 

Agar strategi dapat disusun dan diimplementasikan secara efektif, maka 

terdapat 6 (enam) fungsi yang harus dilakukan secara bersamaan/serentak 

(Assauri, 2013:5-8) yaitu: 

a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada 

orang lain.  

b. Menyatukan kekuatan dan keunikan organisasi melalui peluang dari 

lingkungan tersebut. 

c. Mempergunakan peluang yang didapatkan serta menijau kemungkinan 

baru untuk meningkatkan keberhasilan. 

d. Memproduksi serta untuk membangkitkan kembali sumber-sumber 

daya yang lebih banyak lagi dari yang digunakan sekarang. Khususnya 

sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, 

yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya 

pendapatan, tetapi juga reputasi komitmen karyawan, identitas dan 

sumber daya yang tidak berwujud lainnya. 

e. Mengintegrasikan kegiatan organisasi untuk tujuan kedepannya. 

f. Responsif dan terampil dengan tantangan baru dihadapi sepanjang 

waktu. 

 

2.2 Tipe-tipe Strategi 

Dalam mewujudkan strategi organisasi yang berhasil, maka suatu organisasi 

menggunakan bentuk dan tipe strategi tertentu. Wheleen dan Hunger (dalam 

Salusu, 2004: 101-104) mengenalkan 4 (empat) tipe strategi, yaitu: 

a. Enterprise Strategy 

Strategi ini berkaitan dengan tanggapan atau respon masyarakat. 

Strategi Enterprise ini melihat relasi antara organisasi dengan 

masyarakat luar karena masyarakat merupakan kelompok di luar 

organisasi yang tidak dapat dikontrol. Organisasi akan melakukan 

interaksi dengan masyarakat luar sehingga nantinya akan 
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menguntungkan organisasi. Organisasi bersungguh-sungguh bekerja 

dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 

b. Corporate Strategy 

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi. Misi merupakan suatu hal 

yang penting karena dapat memberikan pengaruh pada keputusan-

keputusan yang akan diambil oleh suatu organisasi. 

c. Business Strategy 

Strategi ini menjelaskan bagaimana menempatkan organisasi di tengah 

masyarakat, baik itu di hati para penguasa, para pengusaha dan 

sebagainya. Penempatan posisi organisasi di tengah pihak-pihak 

tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang menunjang 

berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik. 

d. Functional Strategy 

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan menunjang suksesnya 

strategi lain. Terdapat 3 (tiga) jenis strategi fungsional, yaitu: 

1) Strategi fungsional ekonomi, mencakup fungsi-fungsi yang 

memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi 

yang sehat, antara lain berkaitan dengan pemasaran, keuangan, 

sumber daya, penelitian dan pengembangan. 

2) Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi 

manajeman, yaitu planning organizing, implementating, 

controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision 

making, representing dan integrating. 

3) Strategi isu stratejik, memiliki fungsi utama untuk mengontrol 

lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun 

situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah. 

Keempat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan dapat menjadi 

isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola 

organisasi tidak hanya melihat dari sisi adminsitratif, tetapi juga dari sisi 

ekonomi. Berbeda dengan Wheelen dan Hunger, Koteen (dalam Salusu, 

2004: 104-105) membagi tipe-tipe strategi yang meliputi: 
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1. Strategi Organisasi (Corporate Strategy) 

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan 

inisiatif-inisiatif strategis yang baru. Pembahasan ini diperlukan untuk 

menentukan apa yang akan dilakukan dan untuk siapa yang menjadi 

sasaran organisasi. 

2. Strategi Program (Program Strategy)  

Strategi ini berfokus pada implikasi-implikasi strategis dari suatu 

program tertentu. Strategi program mencakup perencanaan program, 

pelaksanaan program dan dampak program. 

a) Perencanaan Program 

b) Pelaksanaan Program 

c) Dampak Program 

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy) 

Fokus dari strategi ini terdapat pada usaha memaksimalkan pemanfaatan 

sumber-sumber daya esensial yang tersedia untuk meningkatkan 

kualitas kinerja organisasi. Sumber daya tersebut dapat berupa tenaga, 

keuangan, teknologi dan sebagainya. 

4. Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy) 

Fokus dari strategi institusional ini yaitu, mengembangkan kemampuan 

organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. 

 

Tipe-tipe strategi antara Wheelen dan Hunger dan Kooten memiliki 

perbedaan. Tipe-tipe strategi oleh Wheelen dan Hunger lebih cocok sebagai 

acuan dalam penelitian yang berkaitan dengan ekonomi atau manajemen. 

Sementara tipe-tipe strategi oleh Koteen lebih cocok untuk dijadikan acuan 

dalam penelitian yang membahas tentang organisasi pemerintah. Oleh 

karena itu, Teori Koteen lebih tepat untuk dijadikan acuan dalam penelitian 

ini. 
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2.2.1 Strategi Program 

Penelitian ini hanya menggunakan strategi program yang terdiri dari 

perencanaan program, pelaksanaan program dan dampak program 

karena lokus dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi 

Lampung yang merupakan organisasi pelaksana kegiatan teknis 

operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Lampung yang mana hal tersebut mengartikan bahwa Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) 

Provinsi Lampung berperan sebagai pelaksana dari suatu program 

pemerintah di bidang perlindungan perempuan dan anak, sehingga 

peneliti memilih untuk menggunakan strategi program sebagai acuan 

dalam penelitian ini. 
 

1. Strategi Program (Program Strategy)  

Strategi ini berfokus pada implikasi-implikasi strategis dari suatu 

program tertentu. Strategi program mencakup perencanaan 

program, pelaksanaan program dan dampak program. 

a) Perencanaan Program 

Bryant dan White (1982) menyatakan bahwa perencanaan 

program sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk 

mempengaruhi masa depan dengan beberapa implikasi 

berupa pemberian terhadap kapasitas, segala yang perlu 

dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga 

untuk membuat perubahan yang mencakup keadilan. 
 

Menurut Berry (dalam Mahi dan Trigunarso, 2017) proses 

perencanaan meliputi dua tahap, yaitu: 

- Diagnosis masalah 

Diagnosis masalah merupakan istilah yang digunakan 

untuk mencari penyebab pokok suatu permasalahan. 
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- Perumusan tujuan 

Perumusan tujuan dilakukan untuk menentukan hal yang 

akan dicapai oleh suatu organisasi. 

b) Pelaksanaan Program 

Westa (1985: 17) menjelaskan pelaksanaan adalah aktivitas 

atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan 

semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan 

dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, yaitu: 

- Siapa yang melaksanakan;  

- Di mana tempat pelaksanaannya mulai dan: 

- Bagaimana cara yang harus dilaksanakan. 

c) Dampak Program 

Dampak adalah pengaruh yang timbul dari sesuatu atau 

dapat diartikan sebagai keadaan yang memiliki hubungan 

timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang 

mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi. Pada indikator ini 

memiliki arti tentang apa dampaknya apabila suatu program 

tersebut dilancarkan dan diperkenalkan bagi organisasi 

pelaksana dan bagi sasaran organisasi. 

 

2.3 Tahap-tahap Pelaksanaan Strategi 

a. Memperhitungkan strategi 

Terdiri dari kegiatan menemukan visi dan misi institusi, menemukan 

peluang dan tantangan di luar institusi, mengarahkan sumber daya yang 

dimiliki institusi, menentukan misi jangka panjang institusi, 

menyiapkan rencana alternatif institusi, serta memilah strategi yang 

sesuai dengan kemampuan sumber daya. 

b. Implementasi strategi 

Proses ini menjadikan korporasi untuk menetapkan tujuan tahunan, 

membentuk kebijakan, mendorong kinerja karyawan dengan reward 

(penghargaan), serta membuat sumber daya sesuai dengan kedudukanya 

agar rancangan dapat diaktualisasikan. Aktualiasi rancangan strategi 

meliputi, pengembangan budaya yang mendukung rencana, 
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menghadirkan pembagian tugas yang sesuai, menegaskan kembali 

upaya pemasaran, menyediakan keuangan, memperbaiki arus sistem 

informasi pengembangan, serta menyalurkan kompensasi untuk 

pegawai dengan kinerja institusi. 

Pelaksanan strategi merupakan proses pengelolahan rencana serta 

peraturan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1) Program adalah rangkaian kegiatan yang dioperasikan bertujuan 

menjalankan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan oleh 

institusional. Pada umumnya, upaya pengoperasinya menyesuaikan 

dengan budaya institusi serta restrukrasi institusi. 

2) Standard Operating Procedures (SOP) 

SOP merupakan sistem yang mengarahkan secara terstruktur pada 

setiap tindakan pegawai yang dikelompokan berdasarkan bidang-

bidang yang terkait dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 

sebelumnya. 

3) Anggaran adalah kegiatan menjumlahkan seluruh beban biaya yang 

harus dikeluarkan oleh institusi dengan maksud menunjang 

keberhasilan program-program. Selain itu, anggaran memiliki fungsi 

sebagai laporan kegiatan yang secara khusus membahas sejauh mana 

sumber daya dapat bergerak secara efektif. 

4) Monitoring dan evaluasi (Monev) berfungsi untuk mengetahui 

bagaimana cara kinerja institusi apakah telah sampai pada tahapan 

berhasil atau belum berhasil. Hasil dari monev ini dapat juga 

dipergunakan untuk menjadi bahan dalam menentukan keberhasilan 

di kemudian hari dengan memperbaiki berbagai komponen yang 

sekiranya dapat menjadi penghambat. 
 

c. Laporan dan Perbaikan strategi 

Proses ini merupakan tahap akhir dari pengelolahan strategi yang terbagi 

menjadi tiga aktivitas pokok, yaitu: membahas kembali faktor-faktor 

input dan output guna menjadi pedoman pembentukan strategi masa kini 

dan masa yang akan mendatang, menentukan hambatan dan pendukung 
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kinerja, serta melaksanakan aktivitas inovatif serta perbaikan strategi 

perlu dikerjakan agar target senantiatas tercapai lintas waktu. 

 

2.4 Pengertian Kekerasan 

Kekerasan atau violence menurut John Hagan (1981:181) merupakan 

bentuk Tindakan seseorang kepada pihak lain yang menimbulkan rasa sakit 

dan perubahan, baik fisik maupun psikis. Sementara Robert Audi (2001:90) 

mendefinisikan kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan kekuatan 

secara fisik terhadap seseorang; serangan atau penghancuran, perusakan 

yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang 

sangat potensial dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial 

dapat menjadi milik seseorang. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan 

yang di luar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat 

berakibat pda kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan sebagai 

perihal yang bersifat, memiliki ciri khas, perbuatan seseorang yang 

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan 

fisik, karena adanya paksaan, kekerasan fisik seperti penganiayaan, 

pembunuhan, perampokan, hologanisme, pemerkosaan terhadap anak gadis 

di bawah umur, bahkan hingga sodomi.  

Adapun bentuk-bentuk kekerasan adalah sebagai berikut: 

a. Kekerasan fisik 

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang tampak atau kasat mata 

yang berarti dapat dilihat oleh siapapun karena terjadi sentuhan fisik 

antara pelaku dengan korban. Contoh dari kekerasan fisik, seperti 

menampar, menginjak kaki, menjegal, membanting, dan lainnya yang 

dapat melukai fisik. 

b. Kekerasan non fisik 

Kekerasan non fisik terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1) Kekerasan verbal 

Kekerasan verbal dilakukan melalui kata-kata, seperti membentak, 

menghina, meneriaki, melakukan fitnah dan lainnya. 
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2) Kekerasan psikologis/psikis 

Kekerasan psikologis dilakukan melalui bahasa tubuh, seperti 

memandang secara sinis, menatap penuh ancaman, 

mempermalukan, mengucilkan, mencibir dan lainnya. 

 

2.4.1 Faktor-faktor Penyebab Kekerasan  

Kekerasan biasanya dilakukan dengan suatu klaim bahwa mereka 

dapat melakukannya dengan mengatasnamakan suatu tujuan 

tertentu, seperti perlawanan terhadap penindasan, hak untuk 

memberontak atau alasan perlawan terhadap sesuatu yang dirasa 

merugikannya. Berikut adalah faktor-faktor penyebab adanya 

perilaku kekerasan (Munandar, 2019: 3-11), yaitu: 

a. Dendam 

Dendam bersumber dari perlakuan yang pernah diterima. 

Perasaan sakit dan terhina yang pernah dialami memunculkan 

kemarahan yang terpendam, sehingga dapat mendorong untuk 

melakukan pelampiasan kepada orang lain dengan cara 

memperlakukan dalam bentuk perilaku yang sama. Pelampiasan 

terhadap orang lain ini merupakan kekerasan baru. Orang yang 

dahulunya menjadi korban kekerasan, kemudian menjadi pelaku, 

selanjutnya yang menjadi korban adalah orang lain yang tidak ada 

hubungannya dengan peristiwa lama. 

b. Stabilitas emosi yang rendah 

Manusia ada yang memiliki kemampuan mengendalikan emosi 

dan ada pula yang sensitif dan mudah terguncang emosinya. 

Manusia yang memiliki kemampuan kontrol emosi yang rendah 

ini cenderung mudah tersulut amarah, kemudian diikuti dengan 

tindak kekerasan. 

c. Pola asuh dan suasana keluarga 

Orangtua merupakan figur utama dan yang pertama dalam 

menentukan jati diri anak. Orangtua yang menggunakan pola 

asuh dengan kekerasan akan memiliki karakter anak yang penuh 
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dengan kekerasan, sehingga ketika anak menjadi dewasa, maka 

akan memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak kekerasan 

pada orang lain. 

d. Tradisi 

Indonesia memiliki keragaman budaya dan tradisi. Apabila 

terdapat daerah yang memiliki karakter kerasa dan cenderung 

terbiasa melakukan tindak kekerasan, maka akan berpengaruh 

pada karakter masyarakatnya pula.  

e. Perubahan sosial dan ekonomi yang sangat cepat dan kompleks 

Perubahan sosial ekonomi yang sedemikian cepat dan 

menjangkau semua sektor kehidupan dapat menyebabkan 

masyarakat kehilangan akal sehat. Masyarakat yang tidak 

sanggup menerima kondisi dan situasi yang berubah akan frustasi 

dan cenderung melakukan kekerasan. 

f. Modelling  

Perilaku kekerasan bisa dimiliki karena hasil dari meniru. 

Kehendak untuk meniru perilaku orang lain ini diawali dari 

kekaguman terhadap orang lain. Perasaan kagum tersebut 

mendorong dirinya untuk meniru semua hal yang dilakukan oleh 

tokoh yang dikaguminya. 

g. Gangguan harga diri 

Gangguan harga diri dapat digambarkan sebagai perasaan negatif 

terhadap dirinya sendiri. Perasaan ini berakibat pada hilangnya 

kepercayaan diri sendiri, merasa gagal dalam mencapai keinginan 

dan frustasi. Seseorang yang memiliki perasaan demikian dan 

tidak mampun mengendalikan rasa frustasinya cenderung akan 

bertindak sesuai kehendaknya dan tanpa perhitungan. 

h. Hilangnya harga diri 

Peraaan hilangnya harga diri atau rendah diri muncul ketika 

merasa tidak dihargai oleh orang lain atau lingkungannya. 

Akibatnya timbul perasaan rendah diri, tidak berani bertindak, 
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mudah tersinggung dan akhirnya cepat marah dan akan menjadi 

pemicu untuk melakukan tindak kekerasan. 

 
 

2.5 Pengertian Anak 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dalam 

Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam 

kandungan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk 

memperoleh perlindungan dari: 

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; 

e. Pelibatan dalam peperangan; dan  

f. Kejahatan seksual. 

Kekerasan terhadap anak dapat dipandang dari sisi perlindungan anak. 

United Nation Children’s Fund (UNICEF) mendefinisikan “perlindungan 

anak” sebagai cara yang terukur untuk mencegah dan memerangi kekerasan, 

eksploitasi, memperlakukan tidak semestinya terhadap anak, termasuk 

eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, perdagangan anak, pekerja anak 

dan tradisi yang membahayakan anak seperti sunat perempuan dan 

perkawinan anak (KemenPPPA, 2017: 18). 

Pasal 22 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa negara, 

pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab 

memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya 

manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, negara, 

pemerintah, dan pemerintah daerah juga wajib mengawasi penyelenggaraan 

perlindungan anak.  
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2.6 Pengertian Kekerasan pada Anak 

Kekerasan pada anak sering didefinisikan dengan perlakuan salah terhadap 

anak atau child abuse. Barker (Huraerah, 2018: 49) mendefinisikan 

kekerasan pada anak merupakan Tindakan yang melukai fisik dan 

emosional terhadap anak yang ketergantungan secara berulang-ulang, yang 

dilakukan melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, 

degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual dan biasanya 

dilakukan oleh para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat 

anak. 

Manalu berpendapat bahwa adanya tindak kekerasan pada anak disebabkan 

oleh faktor orangtua dan faktor dari anak itu sendiri, seperti dianggap oleh 

orangtua sebagai penyebab mereka melakukan tindak kekerasan. Faktor 

orangtua yang dimaksud, seperti kurangnya pemahaman akan 

perkembangan, pola asuh, dan mendidik anak, orangtua dalam 

penyalahgunaan obat dan alkohol yang pada akhirnya menjadi pendorong 

untuk melakukan tindak kekerasan, anak yang tidak diinginkan (hamil di 

luar nikah), hubungan orangtua yang tidak harmonis dan ekonomi rendah. 

Sementara faktor dari anak dapat berupa tingkah laku anak akibat penyakit 

kronis, misalnya mengamuk jika terlambat diberi makan, tidak memenuhi 

keinginan orangtua (membantu berjualan, membantu mengurus rumah dan 

lain-lain). 

Segala bentuk perlakuan tidak manusiawi di dalam pelaksanaannya tidak 

terlepas dari adanya unsur kekerasan. Suharto (Huraerah, 2018: 49-50) 

mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu:  

a. Physical abuse (kekerasan anak secara fisik) 

Merupakan penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak 

dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat 

menimbulkan luka-luka pada fisik atau bahkan kematian pada anak. 

Bentuk luka dapat berupa memar atau lecet akibat sentuhan atau 

kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang 

atau rotan. Terjadinya kekerasan anak secara fisik biasanya disebabkan 
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oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak 

suka menangis atau nakal. 

b. Physicological abuse (kekerasan anak secara psikologis). 

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual 

antara anak dengan orang yang lebih besar melalui kata, sentuhan, 

gambar visual, exhibitionism) maupun perlakuan kontak seksual secara 

langsung antara anak dengan orang dewasa (perkosaan, eksploitasi 

seksual, incest). 

c. Sexual abuse (kekerasan anak secara seksual) 

 Menunjuk kepada kasus dimana orang tua/wali gagal untuk 

menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seseorang anak 

untuk bisa bertumbuh, belajar dan berkembang. Kegagalan-kegagalan 

tersebut seperti dengan tidak peduli, mendiskriminasikan, meneror, 

mengancam atau secara terbuka menolak anak. 

d. Social abuse (kekerasan anak secara sosial) 

 Social abuse mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. 

Penelantaran anak merupakan sikap dan perlakuan orangtua yang tidak 

memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang 

anak, seperti anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak 

diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Sementara 

eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan 

sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau 

masyarakat, seperti anak dipaksa untuk melakukan sesuatu demi 

kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak 

anak sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. 

 

2.6.1 Faktor-faktor Penyebab Kekerasan pada Anak 

Kekerasan pada anak disebabkan berbagai faktor yang 

memengaruhinya. Gelles (Huraerah, 2018:54-56) mengemukakan 

bahwa kekerasan pada anak terjadi akibat dari kombinasi beberapa 

faktor, yaitu faktor personal, sosial dan kultural. Faktor-faktor 

tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori utama, 

yaitu: 
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1. Pewarisan kekerasan antar generasi 

Umumnya anak menjadikan orangtuanya sebagai figur yang 

sering dijadikan contoh dalam berperilaku dalam kehidupan. 

Anak yang mengalami kekerasan dari orangtuanya, ketika ia 

tumbuh menjadi dewasa mereka akan melakukan tindakan 

kekerasan kepada anaknya. 

2. Stres sosial 

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial, seperti 

pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran 

keluarga yang lebih besar dari rata-rata keluarga pada umumnya, 

kelahiran bayi baru, orang cacat di rumah dan kematian seorang 

anggota keluarga dapat meningkatkan risiko kekerasan pada 

anak di dalam keluarga. 

3. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah 

Orangtua yang melakukan tindakan kekerasan pada anak 

cenderung terisolasi secara sosial. Kurangnya kontak dengan 

masyarakat menjadikan orangtua kurang memungkinkan untuk 

mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan 

standar-standar masyarakat.  

4. Struktur keluarga 

 Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat 

untuk melakukan tindakan kekerasan pada anak. Misalnya, 

orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan 

kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh 

karena keluarga dengan orangtua tunggal biasanya memiliki 

penghasilan lebih kecil dibandingkan dengan keluarga dengan 

orangtua utuh, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai 

penyebab meningkatnya tindakan kekerasan pada anak. 
 

2.7 Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak 

Setiap organisasi memiliki strategi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Untuk itu, tipe-tipe strategi yang digunakan dalam setiap 

organisasi tidak sama. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 



26 
 

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung merupakan 

organisasi yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi 

Lampung dalam menjalani tugasnya untuk memberikan layanan kepada 

perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi dan 

perlindungan anak. 
 

UPTD PPA Provinsi Lampung hanya memiliki satu program kerja dalam 

menjalankan tugasnya, yaitu dengan melakukan pelayanan korban 

kekerasan pada perempuan dan anak. Bentuk dari pelayanan tersebut adalah 

sesuai dengan 6 fungsi dari UPTD PPA yang berdasarkan pada Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PermenPPPA) 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Fungsi layanan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Pengaduan masyarakat 

Pengaduan masyarakat merupakan fungsi layanan untuk menerima 

laporan masyarakat atas kasus perempuan dan anak yang diterima oleh 

UPTD PPA, baik secara langsung atau tidak langsung. 

2) Penjangkauan korban 

Penjangkauan korban merupakan fungsi layanan untuk mencapai 

penerima manfaat tang tidak atau belum mendapatkan akses layanan 

atau dilaporkan oleh pihak lain. 

3) Pengelolaan kasus 

Pengelolaan kasus merupakan fungsi layanan untuk memenuhi hak dan 

kebutuhan seluruh penerima manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD 

PPA Provinsi Lampung dengan cara menyediakan, merujuk atau 

melimpahkan. 

4) Penampungan sementara 

Penampungan sementara merupakan fungsi layanan untuk menyediakan 

atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang 

mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, 

pangan dan pendukung kebutuhan penerima manfaat. 
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5) Mediasi 

Mediasi merupakan fungsi layanan dengan cara penyelesaian masalah 

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 

dengan dibantu oleh mediator.  

6) Pendampingan korban  

Pendampingan korban merupakan fungsi layanan yang diberikan oleh 

pendamping perlindungan perempuan dan anak kepada setiap penerima 

manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan 

layanan korban. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi 

Lampung yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD PPA dan memiliki 

keanggotaan dengan rincian sebagai berikut: 
 

Tabel 3. Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung 

No. Jabatan Nama 

1. Kepala UPTD PPA  Amsir, S. IP 

2. Kasubbag Tata Usaha Ratna Yanuana Setiawati, S.Pd., 

MM 

3. Kasi Pengelolaan Kekerasan pada 

Perempuan dan Anak 

Kasi PLT Julia Siti Aisyah, S. 

Psi., MM 

4. Kasi Tindak Lanjut Kekerasan pada 

Perempuan dan Anak 

Julia Siti Aisyah, S. Psi., MM 

5. Analisis Tata Usaha Eliya Muchsin S.E., MM dan 

Tiara Rizqoo, S.H 

6. Analisis Pelayanan Sulaiti, S.H dan Ari Nasopa, 

S.H., MH 

7. PTHL Hendri dan Chandra 

Sumber: UPTD PPA Provinsi Lampung 

 

Tabel 4. Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung 

No. Jabatan Nama 

1. Advokat  Yusroni, S.H., MH 

2. Tim Profesi Aira Duarsa, S.H 



28 
 

No. Jabatan Nama 

3. Tim Profesi Dwi Hafsah Handayani, S. Psi 

4. Tim Profesi Tri Apriani, S. Psi 

5. Tim Profesi Rini Larasati 

6. Psikolog Klinis Cindani Tri Kusuma, M. Psi 

Psikolog 

Sumber: UPTD PPA Provinsi Lampung 
 

Strategi Program memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik, 

seperti bagaimana dampak yang diberikan kepada organisasi dan dampak 

yang dirasakan oleh sasaran organisasi. Penting untuk mencari tahu 

bagaimana implikasi dari program UPTD PPA Provinsi Lampung terhadap 

korban kekerasan pada anak karena jika korban kekerasan merasakan 

dampak dari program tersebut, maka tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

berhasil dicapai dengan strategi yang ditentukan. Oleh karena itu, strategi 

program dari Koteen ini dipilih sebagai acuan dalam penelitian. 
 

2.8 Kerangka Pikir 

Permasalahan kekerasan pada anak di Provinsi Lampung merupakan 

permasalahan yang perlu penanganan serius. Penanganan yang tidak tepat 

dalam kasus kekerasan pada anak akan menurunkan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM), karena akibat dari kekerasan adalah anak korban 

mendapatkan trauma akibat kekerasan yang diterima. UPTD PPA Provinsi 

Lampung selaku instansi yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab 

dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melakukan 

program penanganan korban kekerasan yang merupakan bentuk dari 

penanganan kasus kekerasan pada anak. Oleh karena itu, diperlukan strategi 

dalam menjalankan program penanganan korban kekerasan pada anak dari 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD 

PPA) Provinsi Lampung. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi Program 

(Koteen dalam Salusu, 2004:104-105) 

1. Perencanaan Program 

2. Pelaksanaan Program 

3. Dampak Program 

Kekerasan pada Anak di Provinsi Lampung 

 

Program Penanganan Korban 

Kekerasan pada Anak UPTD PPA 

Provinsi Lampung 

1. Pengaduan masyarakat 

2. Penjangkauan korban 

3. Pengelolaan kasus 

4. Penampungan sementara 

5. Mediasi 

6. Pendampingan korban 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini 

berupaya untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena secara 

terperinci dan memusatkan perhatian pada masalah yang bersifat aktual 

yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara lebih jelas mengenai 

fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2021:18), metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi. 

Pada penelitian deskriptif kualitatif data yang muncul berupa kata-kata dan 

bukan rangkaian angka. Data yang berupa kata-kata tersebut masih sangat 

beragam, sehingga perlu diolah agar menjadi sistematis, ringkas, dan logis. 

Berdasarkan definisi di atas, maka jenis penelitian deskriptif kualitatif 

adalah suatu pendekatan yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secara benar melalui kata-kata yang disusun 

dan berdasarkan teknik pengumpulan, serta analisis data yang relevan dan 

diperoleh dari situasi alamiah.  

Metode penelitian kualitatif ini dipilih sebagai metode penelitian yang 

digunakan karena menjadikan peneliti sebagai instrumen utama dalam 

penelitian, berhubungan langsung dengan sumber-sumber informasi yang 

dapat mendukung penelitian untuk mendapatkan informasi yang mendalam 
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dan lebih rinci mengenai strategi UPTD PPA Provinsi Lampung dalam 

memberikan penanganan terhadap kekerasan anak. Berdasarkan latar 

belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, membuat peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. 

 

3.2 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membatasi 

peneliti dalam melakukan penelitiannya. Sugiyono (2021:274) menyatakan 

bahwa fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif 

yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka fokus 

penelitian ini mencakup perencanaan program, pelaksanaan program dan 

dampak program dari UPTD PPA Provinsi Lampung dalam program 

penanganan korban kekerasan pada anak di Provinsi Lampung. Program 

tersebut berupa layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, 

pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan 

korban yang meliputi pendampingan hukum, kesehatan dan psikologis 

klinis.  

Penelitian ini menggunakan salah satu tipe strategi menurut Koteen, yaitu 

Strategi Program yang memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik 

dari suatu program, seperti dampak bagi sasaran organisasi. Untuk itu, 

ditentukan indikator-indikator strategi program sebagai berikut: 

1. Perencanaan program 

Hal-hal yang diperhatikan dalam perencanaan program penanganan 

korban kekerasan pada anak meliputi,  

a) Diagnosis masalah 

Diagnosis masalah merupakan istilah yang digunakan untuk 

mencari penyebab pokok suatu permasalahan. 
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b) Perumusan tujuan 

Perumusan tujuan dilakukan untuk menentukan hal yang akan 

dicapai oleh suatu organisasi. 

2. Pelaksanaan Program 

Westa (1985: 17) menjelaskan pelaksanaan adalah aktivitas atau usaha-

usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan 

kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi 

segala kebutuhan, yaitu: 

a) Siapa yang melaksanakan;  

b) Di mana tempat pelaksanaannya mulai dan: 

c) Bagaimana cara yang harus dilaksanakan. 

3. Dampak program 

Dampak yang timbul dari program penanganan korban kekerasan pada 

anak, baik bagi organisasi pelaksana dan sasaran organisasi. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, terutama 

dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari 

obyek yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data-data penelitian 

yang akurat (Moleong, 2017:128). 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja 

(purposive), yaitu di UPTD PPA Provinsi Lampung karenakan penanganan 

korban kekerasan merupakan tugas pokok dan fungsi dari UPTD PPA 

Provinsi Lampung.  
 

3.4 Jenis Data 

Data secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek 

penelitian yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh 

melalui wawancara langsung yang ditentukan dari keterkaitan informan 

tersebut dengan masalah penelitian. Data primer dari hasil wawancara 
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adalah mengenai strategi program penanganan korban kekerasan pada anak 

UPTD PPA Provinsi Lampung. 

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber dokumen 

yang berupa jurnal penelitian, undang-undang terkait, serta data-data 

mengenai kekerasan pada anak yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung dan UPTD 

PPA Provinsi Lampung. 

3.5 Informan 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2014:218-219), purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Penentuan informan dengan menggunakan purposive sampling 

mempertimbangkan kemampuan informan dalam memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka yang akan menjadi informan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Informan Penelitian 
 

No. Instansi Nama Jabatan 

1. 

 

UPTD PPA Provinsi 

Lampung 

1. Amsir, S. IP 

 

Kepala UPTD PPA 

Provinsi Lampung 

2. Julia Siti Aisyah, S. 

Psi., MM 

Kepala Seksi Tindak 

Lanjut 

3. Yusroni, S.H., MH Pengacara (Tim 

Profesi) 

4. Cindani Tri Kusuma, 

M. Psi., Psikolog 

Psikolog Klinis 

2. RSUD Dr. H. Abdul 

Moeloek Provinsi 

Lampung 

dr. Aberta Karolina, 

Sp.FM 

Kepala Instalasi 

Forensik dan Kamar 

Jenazah 

3. Korban (Diwakli 

Pendamping Korban) 

PPZA (Diwakili Dwi 

Hafsah Handayani) 

Korban Pencabulan 

Usia 13 Tahun 
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No. Instansi Nama Jabatan 

4. LAdA DAMAR 

Lampung 

Selly Fitriani, S.H., MH Direktur Eksekutif 

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2022 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan 

relevan maka peneliti menggunakan beberapa teknik. Adapun beberapa 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Wawancara 

Teknik wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan sistem tanya-jawab antara peneliti dan informan yang dianggap 

relevan dalam penelitian ini. Proses wawancara dilakukan secara 

terstruktur menggunakan prosedur wawancara. 
 

2. Studi Dokumentasi 

Melalui studi dokumentasi, peneliti mengumpulkan data melalui 

dokumen, gambar, sebagai pelengkap data tertulis yang diperoleh 

melalui wawancara. 

 

1. Editing Data 

Editing data adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan 

menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka 

menjamin validitasnya serta dapat segera dipersiapkan pada proses 

selanjutnya. Dalam proses ini, data hasil wawancara diolah dengan 

disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus 

pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang 

diperlukan untuk penulisan.  

 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

Adapun kegiatan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  



35 
 

2. Interpretasi Data 

Jabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai 

dengan fokus penelitian akan ditampilkan. Teknik ini dilakukan dengan 

menggabungkan hasil analisis data yang diperoleh dengan dibedakan 

berdasarkan kriteria, pertanyaan ataupun hal khusus lainnya. 

Pelaksanaan intepretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan 

berupa kalimat yang bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah 

memiliki makna akan dilakukan analisis data.  

 

 

Dalam hal ini dilakukan reduksi data dimulai pada saat penelitian, yakni 

dengan wawancara terstruktur selanjutnya dilakukan pencatatan dan 

mengolah data-data yang harus ditampilkan dan membuang data-data 

yang tidak diperlukan sehingga dapat dijelaskan dan dipahami mengenai 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan 

penelitian. Reduksi data kemudian dilakukan pada hasil wawancara 

dengan informan yang berkompeten yang memiliki kapasitas guna 

menjawab pertanyaan yang akan diajukan peneliti. 

2. Display Data 

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk 

menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-

catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks 

deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. 

Kegiatan lanjutan penulis pada display data ialah data yang dapat 

disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu. 

 

 

 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga 

alur kegiatan, yaitu:  

1. Reduksi Data 
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3. Verifikasi Data 

Kegiatan dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan 

yang tepat dan perlu sesuai dengan data yang telah mengalami proses 

display data, melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan 

yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, data yang ada dianalisis 

dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan 

penelitian. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian Strategi Pemerintah dalam 

Program Penanganan Korban Kekerasan pada Anak di Provinsi Lampung, 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. UPTD PPA Provinsi Lampung menjalankan strategi program dengan 

indikator perencanaan, pelaksanaan dan dampak program, tetapi yang 

paling menonjol adalah dalam pelaksanaan program karena memiliki 

inovasi dengan membentuk tim profesi, meliputi pendamping hukum, 

pendamping korban dan psikolog klinis yang bertujuan untuk mendukung 

keberhasilan dari program penanganan korban kekerasan pada anak. 

2. Pelaksanaan program penanganan korban kekerasan pada anak di UPTD 

PPA Provinsi Lampung berdasarkan pada 6 (enam) fungsi UPTD PPA, 

yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, 

mediasi, penampungan sementara dan pendampingan korban di bidang 

hukum, kesehatan dan psikologis klinis. Dalam pelaksanaannya di bidang 

pendampingan kesehatan, UPTD PPA Provinsi Lampung bekerjasama 

dengan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung dan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Lampung. 

3. Program penanganan korban kekerasan pada anak di UPTD PPA Provinsi 

Lampung membawa dampak baik, yaitu semakin banyak masyarakat yang 

berani melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dan penerima manfaat 

merasa terbantu dalam penyelesaian kasus kekerasan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka 

saran yang dapat Peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

1. UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki inovasi berupa penambahan Tim 

Profesi yang terdiri dari pendamping hukum, pendamping korban dan 

psikolog klinis untuk membantu memaksimalkan pelayanan bagi penerima 

manfaat. Namun, diharapkan UPTD PPA Provinsi Lampung juga dapat 

berinovasi untuk menyusun program kerja berkaitan dengan perlindungan 

anak berdasarkan pada permasalahan kasus kekerasan pada anak di Provinsi 

Lampung, mengingat bahwa pelaksanaan perlindungan anak di setiap 

daerah tidak selalu sama. 

2. Pelaksanaan program penanganan kekerasan pada anak sudah berjalan 

dengan baik. Walaupun demikian, UPTD PPA Provinsi Lampung 

diharapkan tetap dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar 

layanan UPTD PPA yang telah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 

2 Tahun 2022. 

3. UPTD PPA Provinsi Lampung diharapkan dapat memanfaatkan beragam 

platform atau sosial media untuk menyebarkan informasi mengenai UPTD 

Provinsi Lampung, sehingga dapat membantu masyarakat untuk 

mengetahui kemana harus melaporkan tindak kekerasan yang terjadi. 
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